
S A L I N A N

NOMOR 3/C, 2007

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR  4  TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IJIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa  penggunaan  tanah  oleh  perusahaan  dalam 

rangka  investasi  harus  memperhatikan  aspek 

ketertiban, keamanan, keadilan dan kemanfaatan;

b. bahwa dengan  telah  diserahkannya  sebagian  urusan 

bidang  Pertanahan  kepada  Pemerintah 

Kota/Kabupaten  berdasarkan  Keputusan  Presiden 

Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di 

Bidang Pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan 

pemberian  Ijin  Lokasi,  perlu  diatur  lebih  lanjut 

mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Lokasi;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu 

membentuk  Peraturan  Daerah   tentang 

Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Lokasi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar  dalam lingkungan 

Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah 

Istimewa  Yogyakarta  sebagaimana  telah  diubah  dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  1954  Nomor  40,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan 

Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



3. Undang-Undang  Nomor  51  Prp  Tahun  1960  tentang 

Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Ijin  yang  Berhak  atau 

Kuasanya  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

1960                     Nomor 15833, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  1968  Nomor  33,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1970  Nomor  47, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

2940); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209);

6. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992  tentang  Penataan 

Ruang (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1992 

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3501); 

7. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak 

Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  1997  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah 

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4048);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun  1997  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 3689);

9. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 
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Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

4389);

10. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2005  tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor  3 Tahun 2005 menjadi  Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia                Tahun 2005 Nomor 4, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

4468);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  1983  Nomor  36,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  1987  tentang 

Perubahan  Batas  Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 

Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1987  Nomor  29, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

3354);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1996 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3643);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang 

Pendaftaran  Tanah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun  1997  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 3696);
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15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000  tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah  Otonom  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun  2000  Nomor  54,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 3952);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001  tentang 

Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun  2001  Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  tentang 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2004  Nomor  45,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4385);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang 

Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan 

Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun  2005  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara 

Penanaman  Modal,  sebagaimana  telah  diubah  dengan 

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1995;

20. Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003  tentang 

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

21. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;

22. Keputusan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  174 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah;

23. Keputusan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  175 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

24. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2003 

tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
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25. Peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Malang 

Nomor  11  Tahun  1987  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Malang           Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);

26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Malang  Tahun 

2001-2011(Lembaran  Daerah  Kota  Malang  Tahun  2001 

Nomor 7               Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

DAN RETRIBUSI IJIN LOKASI.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh ijin 

untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

5. Ijin  Lokasi  adalah  ijin  yang  diberikan  kepada  perusahaan  untuk  memperoleh 

tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai 

ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha 

penanaman modal.
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